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KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah : | Hukum Lingkungan
Kode Mata Kuliah :| MHP 432

SKS 2

Semester : | HI(Tiga)

Kelas : | Magister A

Hari Pertemuan .| Sabtu, 14.00-15.40
Tempat Pertemuan : | Hybird

Koordinator Mata Kuliah : | Dr. Yusrizal, S.H., M.H.

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Hukum Konstitusi adalah salah satu mata kuliah yang memberi penjelasan
tentang perkembangan Hukum Konstitusi di Indonesia, sejarah, pengertian, muatan,
jenis-jenis lembaga negara, serta prubahan dan amandement UUD 1945

2. Capaian Pembelajaran (CPL-PRODI dan CPL-MK)
1. Bertagqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi penegak hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan
kepetingan bangsa serta Masyarakat luas
3. Menguasai metode dasar filsafat hukum, , etika, bahasa, dan metode penelitian hukum.
4. Mampu menyelesaikan permasalahan dengan memformulasikan masalah secara
sistematis dan propesional.
5. Mampu menyususn rancangan perundang-undangan (legastive drafting)
6. Mampu memahami mengenai Hukum Konstitusi, manfaat hukum tata negara, dan
perbadingan hukum tata negara. (CPMK 3), (C2, A2, P2)
7. Mampu menjelaskan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan
8. Mampu menjelaskan jenis-jenis lembaga negara di Indonesia (CPMK4) (C4, A4, P4)
3. Strategi/Metode Pembelajaran

Metode: tutorial, presentasi, studi kasus dan diskusi,
Model: kooperatif, Bentuk Project Based Learning

4. Materi Perkuliahan

1. Perbandingan hukum tata negara dan definisi perbandingan HTN, Manfaat HTN dan

sejarah nya, Hubungan Perbandingan HTN dan HTN lintas negara.
2. Konstitusi negara, sejarah konstitusi negara, materi muatan konstitusi, sample
konstitusi beberapa negara.
Jenis, nilai dan sifat-sifat Konstitusi.
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan.
Lembaga negara di Indonesia.
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6. Macam-macam asas kewarganegaraan, alasan atau syarat pemberian dan penghapusan
kewarganegaraan.
7. Sejarah HAM, dasar hukum HAM, HAM Universal dan HAM dalam Islam,
pengaturan HAM dalam UUPA.
8. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dna dibeberapa negara.
Perubahan dan amandemen UUD 1945.

5. Daftar Bacaan

Abubakar Busro Dan Abu Daaud Busro, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, 1984

Bintan R. Saragih, Pengantar Hukum Tata Negara, Gaya Media Pratama, 1999

Harun Alrasyid, Pengisian Jabatan Presiden, Grafiti, jakarta, 1999

Ismail Suny, Pergeseran kekuasaan eksekutif, Aksara Baru, 1986

Rasikin Daman, HTN, Rajawali, Jakarta, 1993

Kansil, C.S.T. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rica Cipta, 1997

Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:
Konstitusi Press, 2005.

8. Nasroen, Hukum Pemerintahan Perbandingan, Rajawali, 1997.

Ni’matul Huda, Ilmu Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
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6. Tugas, Kuis, UTS dan UAS

No Komponen Bobot (%)
1 Kuis 15%
2 | Ujian Tengah Semester 25%
3 Aktivitas Partisipatif & Progres Project 20%
4 Hasil Project 40%
Total 100%

7. Standar dan Komponen Penilaian

1 85,00 -100 A 4 Istimewa

2 80,00 — 84,99 A- 3,70 Sangat Memuaskan
3 75,00 — 79,99 B+ 3,30 Memuaskan

4 70,00 - 74,99 B 3 Sangat Baik

5 65,00 - 69,99 B- 2,70 Baik

6 60,00 — 64,99 C+ 2,30 Cukup Baik




7 55,00 — 59,99 C 2 Cukup
8 50,00 — 54,99 C- 1,70 Kurang
9 45,00 — 49,99 D 1 Sangat Kurang
10 <44,99 0 Gagal
11 0,00 (Tunda) T 0 Tunda
8. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen
1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit.
2. Keterlambatan Dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong.
3. Mahasiswa harus berpenampilan rapi (menggunakan kemeja dan sepatu), tidak berbicara
dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas. Mahasiswa
diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan dibawa saat perkuliahan.
9. Jadwal Perkuliahan
No Pokok Bahasan Minggu Dosen Pengajar
Ke
1 a. Penyampaian RPS 1
b. Pengertian dan definisi Hukum Konsitusi Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
2 | a. Konstitusi Indonesia 2 Dr. Malahayati, S.H., LL.M..
b. Konstitusi Amerika
c. Konstitusi Inggris
d. Konstitusi Malaysia
3 | a. Jenis-jenis Konstitusi 3 Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
b. Nilai-nilai konstitusi
C. Sifat-sifat konstitusi
4 | a. Evaluasi Capain Pembelajaran 4 Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
5 | a. Bentuk Negara 5 Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
b. Bentuk Pemerintahan
c. Sistem Pemerintahan
6 |a. Lembaga-lembaga negara di Indonesia. 6 Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
b. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
7 |a. Pengertian dan macam-macam asas 7 Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
kewarganegaraan
b. Alasan atau syarat pemberian dan
penghapusan kewarganegaraan
c. Pengertian dan sejarah HAM
d. Dasar Hukum HAM




No Pokok Bahasan Minggu Dosen Pengajar
Ke
e. HAM Universal dan HAM dalam Islam.
f. pengaturan HAM dalam UUPA.
8 | Evaluasi Capaian Pembelajaran II1 8 Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
9 |a. Pengertian kekuasaan kehakiman 9 \
b. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan beberapa
negar
10 | Perubahan dan amandemen UUD 1945 10 Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
11 | Evaluasi Capaian Pembelajaran 11 Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
12 12 Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
13 13 Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
14 14 Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
15 15 Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
16 16 Dr. Yusrizal, S.H., M.H.

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, maka dapat dibicarakan secara
teknis pada saat perkuliahan. Kontrak kuliah ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 16 Februari 2024
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